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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah  
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain 
dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.11 
Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran 
tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum 
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 
kedamaian. 
Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya 
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan 
rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 
ancaman dari pihak manapun.  
Sedangkan pendapat lain Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan 
Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya 
perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, 
terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh 
manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia 
                                                          
11
 Rahardjo satjipto.1986.Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 87. 
14 
 
serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan 
kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.12 
Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum ada dua 
macam, yaitu:13 
a. Perlindungan Hukum Preventif 
Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan (Inspraak) atau pendapatnya sebelum 
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian 
perlindungan hukum preventif bertujuan  untuk mencegah terjadinya sengketa. 
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan 
yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya 
perlindungan hukum yang preventif  pemerintah terdorong untuk bersikap hati-
hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.  
b. Perlindungan Hukum Represif 
Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 
Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan 
administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber 
dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia.  Karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 
                                                          
12 http://tesishukum.com. diakses pada tanggal 27 Desember 2016pukul. 01.49  WIB. 
13 Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Jakarta: Bina Ilmu. 
Hlm 2-5. 
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Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak 
pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitakn dengan pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan 
dengan tujuan dari negara hukum. 
Pengertian perlindungan menurut ketentuan pasal 1 butir 6 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban 
menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan 
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/atau korban 
yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan 
ketentuan undang-undang ini.14 
Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil 
dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan 
dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan 
keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki 
tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai 
dengan cita-cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan 
negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan 
kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:15 
a) Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit) 
b) Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit) 
c) Keadilan Hukum (Gerechtigkeit) 
                                                          
14 Lihat pasal 1 butir 6 Undang-Undang  No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan 
Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2006. No 64. 
15 Ishaq. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 43. 
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d) Jaminan Hukum (Doelmatigkeit) 
2. Perlindungan Anak 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana 
yang diatur dalam pasal 1 angka 2 UUPA No 35 Tahun 2014 jo UUPA 23 
Tahun 2002.16 
Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan 
adalah segala upaya  yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada 
korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun  
berdasarkan penetapan pengadilan.17 
Perlindungan hukum dari berbagai pendapat ahli bahwasanya dapat 
ditarik kesimpulan bahwa perlindungan yang tidak membedakan antara kaum 
perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa, atau melihat 
keturunan, suku, ras, budaya. Tetapi perlindungan hukum di maksud 
perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan perlindungan  hukum  
tersebut  akan  melahirkan pengakuan  dan  perlindungan  hak asasi  manusia  
dalam wujudnya  sebagai makhluk  individu  dan  makhluk  sosial dalam  
                                                          
16 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014. 
No 297.op.cit. 
17 Lihat Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. Lembar Negara Rebublik Indonesia. Tahun 2004. No 95.op.cit. 
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wadah negara  kesatuan  yang menjunjung  tinggi  semangat  kekeluargaan 
demi mencapai kesejahteraan bersama. Dan prinsip perlindungan hukum bagi 
rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua 
sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat 
dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu 
sarana perlindungan hukum preventif dan represif. 
3. Pengertian Anak 
Pengertian anak menurut beberapa Undang-Undang yang berlaku di 
Indonesia meliputi: 
a. Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di 
dalam pasal 1 angka 5  “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 
18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”18 
b. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak di dalam pasal 1 angka 4 “Anak   yang   Menjadi   Korban   
Tindak   Pidana   yang selanjutnya  disebut  Anak  Korban  adalah  anak  
yang belum   berumur   18   (delapan   belas)   tahun   yang mengalami   
penderitaan   fisik,   mental,   dan/atau kerugian   ekonomi   yang   
disebabkan   oleh   tindak pidana.”19 
c. Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam 
                                                          
 
18 Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang N0 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1999. No 165. 
19 Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2012.  No. 153.op.cit 
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pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”20 
Anak harapan masa depan bangsa yang merupakan salah satu sumber 
daya manusia yang harus dijaga dan merupakan generasi penerus. Anak 
sebagai sumber daya manusia dan potensi penerus cita-cita bangsa dan 
karenanaya kepada mereka diupayakan untuk memperoleh tingkat 
kesejahteraan yang optimal baik mental/rohani, jasmani maupun kehidupan 
soisalnya.21 
Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa anak 
merupakan salah satu harapan yang sangat tinggi kepada negara, maka dari itu 
anak perlu adanya perlindungan baik orangtua maupun masyarakat yang lain. 
Peran orangtua tidak cukup untuk melindungi anak sehingga peran masyarakat 
juga dibutuhkan untuk melindungi anak supaya tidak menjadi korban kejahatan 
atas orang dewasa. Anak sangat rentan terhadap kejahatan baik dari orang 
terdekat maupun orang yang jauh, tidak menutup kemungkinan orang yang 
dapat dipercaya adalah pelaku dari kejahatan yang menimpa anak. Jadi perlu 
kesadaran yang sangat tinggi baik dari keluarga, masyarakat, kepolisian.  
 
 
 
 
                                                          
20 Lihat Pasal 1 ayat 1  Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014. 
No 297. Op.cit 
21 Arif gosita. 1989.  Masalah Perlindunga Anak. Jakarta: Akademika Pressindo. Hlm.19. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana sebagai terjemahan starbaar feit adalah 
diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini 
banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: 
Undang-Undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana 
narkotika, dan undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara 
khusus tindak pidana pornografi. 
Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku 
dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang 
untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah 
melakukan tindak pidana. 
Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di 
dalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam 
pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang 
berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka 
dia dapat dikenai sanksi. 
Sedangkan Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-
undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong 
memakai istilah tindak pidana, yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-
undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk 
undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga 
istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh 
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masyarakat.22 Kemudian menurut J. Bauman tindak pidana adalah perbuatan 
yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan 
kesalahan.23 Sedangkan menurut Bambang Poernomo, tindak pidana yaitu 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan 
atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau 
merugikan kepentingan umum.24  
Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang 
yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana 
dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang 
mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, 
sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana 
(hukuman).25  
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan 
diancam pidana, asal saja pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada 
perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan 
                                                          
22 Teguh Prasetyo.2010. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.edisi ke 1. Hlm: 47-
48. 
23 Tongat. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Malang: Umm Press. edisi ketiga. 
Hlm: 95. 
24 Bambang Poernomo. 1997. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm: 86. 
25 Ibid. Hlm 87. 
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orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang 
menimbulkannya kejadian itu.26 
Kemudian Menurut D. Simons dalam C.S.T Kansil, peristiwa pidana itu 
adalah “Een strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande 
handeling Van een toerekenungsvatbaar person”. Terjemahan bebasnya adalah 
perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh 
seseorang yang mampu bertanggungjawab. 
Menurut D. Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah: 
a. Perbuatan Manusia (handeling) 
b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk) 
c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (Strafbaar gesteld) oleh Undang-
Undang 
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab 
(Toerekeningsvatbaar person) 
e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (Schuld) si pembuat.27 
Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana 
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Harus ada suatu perbuatan,  yaitu suatu kegiatan  yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang. 
b. Perbuatan  harus  sesuai  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  undang-
undang. Pelakunya  harus  telah  melakukan  suatu  kesalahan  dan  harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
                                                          
26 C.S.T. Kansil. 2004. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Praditya Paramita. Hlm: 37 
27 Ibid. Hlm 38. 
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c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu 
memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar  
ketentuan hukum. 
d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan  hukum  yang 
dilanggar itu dicantumkan sanksinya.28 
Berdasarkan  pendapat  para  sarjana  mengenai  pengertian  tindak  
pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus 
ada sesuatu kelakuan (gedraging),  kelakuan  itu  harus  sesuai  dengan  uraian  
Undang-undang  (wettelijkeomschrijving), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa 
hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam 
dengan hukuman. 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Menurut J.B. Daliyo, perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa 
macam, yaitu:29 
a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah 
dilakukan dan perbuatan  itu  benar-benar  melanggar  ketentuan  yang  
dirumuskan  dalam  Pasal undang-undang yang bersangkutan. 
b. Delik  material  adalah  suatu  pebuatan  pidana  yang  dilarang, yaitu  akibat  
yang timbul dari perbuatan itu. 
c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. 
d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena  
kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. 
                                                          
28 J.B. Daliyo. 2001. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Prenhalindo. hlm. 93. 
29 Ibid. Hlm. 94. 
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e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan  
orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. 
J.B.  Daliyo, lebih  lanjut  menyatakan  bahwa  tiga  jenis  peristiwa  
pidana  di  dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu: 
a. Kejahatan (Crimes) 
b. Perbuatan buruk (Delict) 
c. Pelanggaran (Contravention) 
Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu 
ada dua jenis yaitu “Misdrijf” (kejahatan) dan “Overtreding” (pelanggaran).30  
3. Unsur-unsur Tindak Pidana 
a. Unsur Objektif 
 Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si 
pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari: 
1) Sifat melanggar hukum 
2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negri di dalam 
kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atas keadaan sebagai pengurus 
atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut 
pasal 398 KUHP. 
3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 
suatu kenyataan sebagai akibat. 
b. Unsur subjektif  
                                                          
30 Moeljatno. 2005.  Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.. Hlm:40. 
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  Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu 
yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) 
KUHP. 
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan. 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, 
yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP. 
4. Pengertian Pencabulan 
Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, 
yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun  (tidak senonoh) 
tidak susila, bercabul: berzinah, melakakukan tindak pidana asusiala, 
mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film 
cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh ( melanggar kesusilaan, 
kesopanan).31 Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud 
perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakaukan pada 
orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian 
tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.   
                                                          
31 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia.  Jakarta: 
Balai Pustaka. edisi ke 2.  Hlm: 893. 
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Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi 
perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun 
pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian 
tubuh lainnya yang dapat merangsang sesorang terhadap nafsu birahinya, 
seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, 
memegang buah dada dll, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat 
kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.32 Jadi lebih ditegaskan 
hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh sesorang wanita. 
Sedangkan menurut R. Soesilo menjelasakn mengenai perbuatan cabul 
adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau 
perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, 
misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dll.”33 
Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai 
segala perbuatan yg melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan 
dengan nafsu kelaminnya”.34 Menurut PAF lamintang dan djisman samosir 
pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seorang wanita utuk melakukan persetubuhan diluar 
perkawinan dengan dirinya.”35 
 
 
                                                          
32 Adami chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada 
.Hlm: 80. 
33 R. Soesilo. 1981.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor:  Politea. Hlm: 212. 
34 Moeljatno. 2003.  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana KUHP. Jakarta:  Bumi Aksara . 
Hlm: 106. 
35 P.a.f lamintang . 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.  Bandung: Citra Aditya 
Bakti.  Hlm: 193. 
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5. Tindak Pidana Pencabulan 
Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UUPA No 35 
Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002 berdasarkan pasal 82 Jo pasal 76 E 
sebagaimana berikut:36 
Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014: 
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, 
atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul. 
Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014: 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, 
maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur 
bersifat obyektif dan bersifat subyektfi seperti yang tercantum dalam pasal 
289:37 
                                                          
36 Lihat pasal 82 Jo pasal 76 E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 
2014. No 297.op.cit 
27 
 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum 
karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan 
hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun 
Dari bunyi pasal di atas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai 
berikut 
a) Unsur-unsur obyektif 
1. Perbuatan Pencabulan 
Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam 
tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini 
disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan 
tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan.  
2. Perbuatannya yaitu orang dewasa 
3. Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin 
b) Unsur Subyektif 
Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya 
belum dewasa atau patut diduganya belum dewasa. Sama seperti 
persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. 
Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi 
pada perbuatan ini  terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik 
itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun 
perempuan dengan perempuan (Lesbian).  
                                                                                                                                                               
37
  Lihat Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Tahun 1976. No 26.op.cit 
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Yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab 
pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan 
yang lain haruslah belum dewasa.  
Maka dari itu penulis dapat memberi kesimpulan bahwa yang 
disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum 
dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan yang 
bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) 
juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 
diharuskan oleh hukum). Dan dari beberapa  pengertian  tindak pidana  
maupun  perbuatan  pidana,  tetapi  pada  dasarnya  mempunyai  
pengertian, maksud  yang  sama  yaitu  perbuatan  yang  melawan  hukum  
pidana  dan  diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas. 
Kemudian menurut penulis dari berbagai tindak pidana pencabulan 
penulis menyimpulkan bahwa yang dinamakan pencabulan ketika ada 
seseorang yang telah melecehkan bagian tertentu seorang wanita misalnya 
mencium, meraba bagian tertentu wanita. Dan pencabulan bisa diadukan 
kepada siapa saja yang melihatnya tidak harus diadukan oleh korbanyya 
saja, karena pencabulan termasuk delik biasa, karena bisa dilihat terdapat 
di pasal 82 Jo pasal 76 E UUPA 2014 jo UUPA 2002. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Korban 
1. Pengertian Korban 
Secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang 
mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat 
timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu 
kenyataan sosial.38 
Menurut  kamus Crime  Dictionary yang  dikutip  seorang  ahli  
yang menyatakan bahwa victim adalah ”orang yang telah mendapat 
penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau 
mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan 
dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainya.”39 
Kemudian Arif Gosita mengartikan korban kejahatan dalam arti 
luas, yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang pidana, tetapi juga 
tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat 
dibenarkan serta dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam 
undang-undang karena situasi dan kondisi tertentu.40 
Korban kejahatan secara tipologis memiliki ragam makna, antara lain: 
a) Primary victimization, yaitu korban individual. Jadi dalam primary 
victimization yang menjadi korban adalah perorangan, bukan 
kelompok. 
                                                          
38 Muhammad Topan. Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Prespektif  
Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Nusamedia. 2009. Hlm: 
15. 
39 Bambang Waluyo. 2012. Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban. Jakarta:Sinar 
Grafika.Hlm: 9. 
40 Arig Gosita. 1933.  Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Presindo: Hlm:99. 
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b) Secondary victimization, yaitu korban kelompok atau yang menjadi 
korb an adalah kelompok, misalnya badan hukum. 
c) Tertiary victimization, yaitu yang menjadi korban adalah  masyarakat 
luas. 
d) Mutual victimization, yaitu yang menjadi korban adalah si pelaku 
sendiri. Misalnya pelacuran, perxinahan, dan narkotika. 
e) No victimization, yaitu yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban 
melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen 
yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.41 
2. Hak Dan Kewajiban Anak Sebagai Korban 
Dalam  konteks  kejahatan  dan  hubungannya  dengan  pelaku,  
korban  memiliki  hak  dan kewajiban tertentu. Sebagaimana di sebutkan 
dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan aturan mengenai 
perlindungan korban di Pasal 10 bahwa korban berhak mendapatkan: 
a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
advokat, lembaga sosial, atau pihakLainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 
b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. 
c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. 
                                                          
41 Mahrus Ali. 2012.  Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. cetakan kedua. 
Hlm:57. 
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d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan 
e) Pelayanan bimbingan rohani. 42 
Kemudian hak dan kewajiban korban juga di atur dalam Pasal 18, 
19, 22, 23 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Anak menyebutkan : 43 
a) Pasal 18 
“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atauAnak Saksi, 
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga 
Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat 
atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan 
terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap 
terpelihara”.  
b) Pasal 19  
a. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan 
dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. 
b. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, 
nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, 
dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, 
dan/atau Anak Saksi. 
                                                          
42 Lihat Pasal 10 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. Lembar Negara Rebublik Indonesia. Tahun 2004. No 95. 
43 Lihat Pasal 18 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2012.  No. 153. 
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c) Pasal 22 
“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, 
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam 
memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak 
memakai toga atau atribut kedinasan.” 
d) Pasal 23 
a. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan 
hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau 
pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
b. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi 
wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh 
Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. 
c. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang 
sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
berlaku bagi orang tua.44 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan 
1. Pengertian Penyidikan 
Menurut KUHAP pasal 1 butir 2 penyidikan adalah  serangkaian 
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
                                                          
44  Ibid 
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membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. 
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan.45 
Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah mencari 
dan mengumpulkan bukti, kemudian dengan bukti-bukti tersebut membuat 
tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. 
2. Tugas Dan Wewenang Penyidik 
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang:  
a. menerima-laporan atau pengaduan dariseorang tentang adanya tindak 
pidana;  
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;  
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 
diri tersangka;  
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;  
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;  
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi;  
                                                          
45 Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Lembar Negara Republik Indonesia. Tahun 1981. No 76. 
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h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara;  
i. mengadakan penghentian penyidikan;  
j. mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab.46 
3. Penyidikan Terhadap Anak 
Sebagaimana di atur dalam pasal 18 Undang-Undang No. 11 tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyebutkan Dalam  
menangani  perkara Anak, Anak  Korban, dan/atau Anak Saksi,  
Pembimbing  Kemasyarakatan, Pekerja  Sosial Profesional  dan  Tenaga  
Kesejahteraan  Sosial, Penyidik, Penuntut   Umum,   Hakim, dan Advokat 
atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan 
terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap 
terpelihara.47 
Jadi dapat ditarik kesimpulan menurut penulis penyidik seorang 
anak haruslah memperhatikan hak-hak anak sebagaimana mestinya seperti 
halnya seorang penyidik tidak memakai atribut pakaian sebgaimana 
mestinya supaya anak merasa nyaman pada saat melakukan pemeriksan dan 
tidak takut dengan penyidik tersebut. Kemudian sebagai penyidik jangan 
memakai nada tinggi dengan cara penydik seperti itu sama saja sang anak 
yang seharusnya nyaman akan merasa takut dan nanti berdampak pada 
pertanyaan yang akan di jawabnya. 
                                                          
46 Ibid. 
47 Lihat Pasal 18 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2012.  No. 153.op.cit. 
 
